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ABSTRAK 

MARIYETY (B011171604) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penipuan Dengan Modus Hipnotis (Studi Kasus Putusan Nomor 
183/Pid.B.2020/Pn. Sungguminasa)’’. Di bawah bimbingan (Muhadar) selaku 
Pembimbing Utama dan (Haeranah) selaku pembimbing kedua.  

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan Tindak Pidana 
Penipuan dengan Modus Hipnotis dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
dalam Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis dalam Putusan Nomor 
183/Pid.B/2020/Pn. Sungguminasa. 

  Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan 
menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Adapun 
bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, yaitu 
peraturan perundang – undangan dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder, 
yaitu buku teks dan jurnal hukum. Serta bahan hukum tersier, yaitu kamus, 
ensiklopedia dan literatur hukum dalam internet sebagai data pendukung dalam 
penelitian ini. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan 
disajikan secara deduktif. 

  Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Bahwa pengaturan tindak pidana 
penipuan dalam hukum pidana telah diatur dalam buku kedua bab XXV yang terdiri 
atas Pasal 378 sampai Pasal 395. Dalam kasus Tindak Pidana Penipuan diatur 
dalam Pasal 378 KUHP dalam Pasal ini dikemukakan unsur-unsur yaitu dengan 
mempergunakan sebuah nama palsu atau sifat palsu, dengan menggunakan tipu 
muslihat maupun dengan mempergunakan susunan kata – kata bohong, 
menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan 
perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang. 2) Penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis, dengan 
menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yang 
sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) 
ke-1 KUHP. Hal itu sesuai dengan fakta – fakta yang ada dipersidangan, serta alat 
bukti yang sah, yaitu keterangan terdakwa, keterangan para saksi dan barang 
bukti. 

 

 

Kata kunci: Penipuan, Hipnotis 
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ABSTRACT 

Mariyety (B011171604) with the tittle “Juridical Review of the Criminal act of 
fraud with Hypnosys mode (A Cse Study Of Decision Number : 
183/Pid.B/2020.Pn. Sungguminasa)”. Under the guidance of (Muhadar) as the 
Main Guide and (Haeranah) as the Second Guide. 

This study aim to determine the setting of the Crime of Fraud with 
Hypnosys Mode and to find out the application of Criminal Law in the Crime of 
Fraud with Hypnosys Mode in Decision Number 183/Pid.B/2020.Pn. 
Sungguminasa). 

The research method used by the writer is a type of normative legal 
research method using a statutory approach and case approach. The legal 
materials used by the writer consist of primary legal materials, wich are statutory 
regulations and judges decisions. Secondary legal materials, wich are text books 
and legal journals. And tertiary legal materials, used by namely dictionaries, 
encylopedias and legal literature on the internet as supporting data in this study. 
The entire legal material is analyzed qualitatively and presented deductively. 

The result of the study are as follows: 1) that the regulation of the criminal 
act of fraud in criminal law has been regulated in the second book of chapter 
XXV which consist of Articles 378 to 395. In the case of the crime of fraud, which 
is regulated in Article 378 of the Criminal Code, in this article, elements are 
stated, namely by using a false name or false nature,  by using deceit or by using 
false words, moving someone to give up an object, to enter into an agreement, 
debst or to eliminate receivables. 2) The application of material criminal law 
against the perpetrators of the criminal act of fraud with a hypnotic mode, by 
declaring the Defendants legally and convincingly proven guilty as stated in the 
single indictment, namely Article 378 of the Criminal Code jo. Article 55 
paragraph (1) of the 1st Criminal Code. This is in accordance with the facts at 
trial, as well as valid evidence, namely the testimony of the defendant, the 
statements of the witnesses and the evidence. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Persoalan tindak pidana merupakan gejala sosial yang senantiasa 

menarik perhatian berbagai kalangan terutama bagi penegak hukum. 

Tindak pidana tidak terlepas dari proses dan struktur sosial yang 

tengah berlangsung dan mengkoordinasikan bentuk-bentuk setiap 

perilaku warga masyarakat. Keamanan dan ketertiban dalam 

masyarakat akan terpelihara jika tiap anggota masyarakat mentaati 

dan megikuti peraturan – peraturan maupun norma – norma yang ada 

di dalam masyarakat. 

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat marak terjadi di 

masyarakat yaitu penipuan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan 

bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga 

seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata 

bohong maupun fiktif. Sekarang ini, banyak sekali terjadi tindak pidana 

penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai 

macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya 

tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin 

kompleks.1 

                                                           
1 Surya Darma dan Abdul Gani, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pelaku Penipuan 
Dengan Modus Operandi Hipnotis”, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol.1 
Nomor 1 November 2019, Hlm. 1. 
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Berdasarkan Pengertian Dalam Kamus Bahasa Indonesia2 

disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau 

perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan 

maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. 

Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu 

(mengecoh).  

Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu orang yang 

menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan 

dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan 

seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk 

menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya 

atau kelompok. 

Seiring dengan perkembangan zaman, modus penipuan juga ikut 

berkembang. Berbagai trik dilakukan dalam aksi penipuan mulai dari 

hipnotis, menggunakan kupon undian, bahkan penipuan melalui 

telepon dan sms. Salah satu modus penipuan yang sedang marak 

yaitu dengan menggunakan hipnotis. Korban tidak hanya diyakinkan 

melalui kata – kata bohong untuk mengikuti perkataan pelaku 

penipuan, namun dengan memanfaatkan alam bawah sadar korban 

dengan hipnotis. Perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan, 

pelaku penipuan hanya meyakinkan korban dengan kata-kata bohong 

agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipuan.   

                                                           
2 S, Ananda, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, hlm.364. 
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Adapun rumusan Penipuan menurut Pasal 378 KUHP3 : 

 “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu 
atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 
barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana 
penjara paling lama empat tahun.” 

 
 Penanggulangan terhadap dampak negatif akibat modus penipuan 

menggunakan hipnotis tersebut maka diperlukan penegakan hukum 

dalam suatu negara agar tercipta keamanan dan ketertiban dalam 

masyarakat melalui sarana hukum pidana. Hukum pidana merupakan 

bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dalam suatu negara 

untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau 

dilarang disertai dengan ancaman berupa saksi kepada seseorang 

yang melanggar ketentuan tersebut, menentukan kapan dan hal apa 

seseorang dikenakan hukuman serta dengan cara bagaimana 

hukuman tersebut dilaksanakan.4 

Tindak Pidana Penipuan diatur dalam Pasal 378 sampai Pasal 395 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana 

Penipuan merupakan jenis delik biasa. Artinya apabila terjadi suatu 

tindak pidana penipuan, siapa saja dapat melaporkan kejadian 

tersebut ke pihak Kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru 

dapat diproses apabila korban yang merasa dirugikan melakukan 

pengaduan kepada kepolisian setempat yang berwenang. Pelaporan 

                                                           
3 Moeljatno, 2007, KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta. 
4 Moeljatno, 2018, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet 9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1. 
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dari suatu delik biasa dapat dilaporkan ke kepolisian setempat yang 

berwenang, kemudian kepolisian berdasarkan laporan tersebut akan 

melakukan penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut 

merupakan tindak pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan 

penyelidikan, dan benar kejadian yang dilaporkan tersebut merupakan 

tindak pidana penipuan, maka proses penyelidikan ditingkatkan 

menjadi proses penyidikan. 

Pada tingkat penyidikan, penyidik kepolisian akan berusaha 

mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung agar nantinya apabila 

bukti dirasa telah cukup, berkas perkara tersebut akan diserahkan ke 

jaksa penuntut umum. Tugas penyidik kepolisian berhenti pada saat 

penyerahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya 

adalah tugas Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan 

yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa, diadili 

dan diputus oleh pengadilan negeri. 

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah 

menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi 

sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan 

kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang 

menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan 

nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, 

begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin 

akan perkataannya.  
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Penipuan telah lama meresahkan masyarakat, sudah banyak orang 

yang menjadi korban dari penipuan tersebut dan telah banyak pula 

pelakunya tertangkap. Tetapi hal itu tidaklah mengurangi orang-orang 

yang melakukan tindak pidana penipuan ini untuk terus melakukan 

aksinya karena berbagai faktor. Namun jarang dari pelaku tindak 

kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang 

bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat 

pelaku penipuan tersebut terus mengembangkan aksinya yang pada 

akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang 

berskala besar.  

Hipnotis sendiri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari 

pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia. Bernheim menjelaskan 

hipnotis merupakan hasil dari sugesti yang diberikan seseorang dan 

setiap orang bisa dihipnotis.5  Hal ini ditandai dengan konsentrasi 

penuh terhadap satu titik fokus dan menurunnya tingkat kesadaran 

pikiran sadar. Ketika kondisi rileks, pikiran akan mampu dengan cepat 

menerima sugesti dan menjalakannya dalam pikiran bawah sadar. 

Singkatnya, hipnotis adalah menurunnya aktivitas dari fikiran sadar 

yang ditandai dengan tidak aktifnya pusat penyaringan informasi 

(Critical area), sehingga sugesti cepat masuk ke dalam pikiran bawah 

sadar.6 

                                                           
5 Giant Sugiana Sugara, 2016,  Terapi Self –hipnosis seni memprogram ulang pikiran 
bawah sadar , PT. Indeks, Jakarta, hlm. 2. 
6 Ibid, hlm. 3. 
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Modus-modus penipuan dengan cara hipnotis perlu perhatian dan 

penanganan serius dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti 

lembaga Kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang 

No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia guna 

memberikan perlindungan yang merupakan suatu tindakan 

perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang 

ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu 

pula.7 Serta mengambil tindakan hukum bagi masyarakat yang 

mengalami kasus penipuan dengan cara hipnotis. 

Adapun kasus yang penulis bahas terjadi di Sungguminasa, Gowa. 

Ada 2 (dua) pelaku yang ditangkap. Kedua pelaku adalah Amri Alias 

Dg. rangka Alias Bur Bin Dg. Saing (50 tahun), dan Agus Dg. Siama 

Alias Desy Bin Dg. Sese (46 tahun). Mereka ditangkap pada tanggal 9 

Maret 2020. Para pelaku telah melakukan penipuan dengan modus 

hipnotis. Kasus ini berawal ketika para Terdakwa berangkat dari 

terminal Malengkeri dengan tujuan mencari korban, pada saat mereka 

tiba diperbatasan Gowa dan Makassar, terdakwa II yang 

mengemudikan mobil kemudian mendekati korban yang sedang berdiri 

menunggu mobil angkutan. Terdakwa II memanggil korban lalu 

menanyakan tujuan dari korban. Setelah korban naik ke mobil, 

Terdakwa I mengajak korban bercerita untuk mengalihkan perhatian 

korban, lalu menawarkan sebuah kalung emas palsu. Adapun 

                                                           
7 Wahyu Sasongko, 2001, ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, 
Bandar Lampung: Unila, hlm. 31. 
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Terdakwa II juga ikut berbicara seolah-olah hendak membeli perhiasan 

emas palsu tersebut, sehingga korban ikut membeli emas palsu 

tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000, namun 

Terdakwa I mengatakan bahwa kalung perhiasan emas palsu tersebut 

tidak sebanding  dengan uang yang korban serahkan, sehingga 

Terdakwa I meminta handphone dan 3 (tiga) buah cincin emas milik 

korban yang dikenakan pada saat itu sehingga tanpa sadar korban 

menyerahkan barang – barang miliknya. Selanjutnya, para Terdakwa 

menurunkan korban disalah satu tempat yang berada di Kabupaten 

Gowa. 

Kasus ini telah divonis oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri 

Sungguminasa, dengan menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti 

secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana dan 

menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa, yaitu selama 3 

(Tiga) Tahun.8 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan ini ke dalam skripsi, dengan judul : 

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan 

Modus Hipnotis (Studi Kasus Putusan Nomor : 183/Pid.B/2020/PN. 

Sungguminasa. 

 

                                                           
8 Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa  Nomor 183/Pid.B/2020/PN. Sungguminasa dalam 
perkara penipuan, dibacakan putusan tanggal 15 Mei 2020 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yakni sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah pengaturan Tindak Pidana Penipuan dengan 

Modus Hipnotis? 

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh Hakim 

terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Hipnotis pada 

Putusan No. 183/Pid.B/2020/PM.Sungguminasa ? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan 

dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Penipuan dengan 

modus Hipnotis.  

2. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materil oleh 

Hakim terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus 

Hipnotis pada Putusan Nomor 

183/Pid..B/2020/PN.Sungguminasa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya 

penelitian ini, adalah : 
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1. Memberikan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi 

penulis dan umumnya bagi para akademis (pembaca) mengenai 

penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

penipuan dengan modus hipnotis yang dilakukan oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab 

2. Sebagai bahan referensi yang dapat menunjang perkembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pidana. 

3. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas 

Hukum dan masyarakat yang ingin lebih mengetahui tentang 

tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis. 

E. Keaslian Penulisan 

 Topik permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya sengaja 

dipilih dan ditulis, oleh karena ketertarikan penulis terhadap pelaku 

penipuan yang menjalani hukumannya didalam Lembaga 

Permasyarakatan, namun penipuan tersebut juga menggunakan 

modus hipnotis yang tentunya meresahkan masyarakat. Tentu saja hal 

ini banyak menimbulkan banyak pertanyaan khususnya bagi penulis 

sendiri dan untuk itu penulis membahas masalah ini dan berusaha 

untuk menjawab segala pertanyaan dan disusun dalam bentuk skripsi. 

Berdasarkan informasi yang ada memang banyak judul skripsi yang 

mengangkat masalah mengenai penipuan dengan menggunakan 

modus hipnotis namun belum ada yang membahas kebijakan kriminal 
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dalam mencegah penipuan dengan menggunakan modus hipnotis di 

indonesia. Berikut ada beberapa contoh dari penelitian : 

1. Judul penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis (Putusan Nomor 

161/Pid.B/2019/PN.Mak)” Universitas Hasanuddin. Perbedaan 

skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah rumusan masalah dari 

tesis Puspitasari Rusdi membahas “Apakah Modus Hipnotis dapat 

dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penipuan?” sedangkan 

rumusan masalah penulis adalah “Bagaimanakah penerapan 

hukum pidana materil oleh Hakim terhadap Putusan No. 

183/Pid.B/2020/PM.Sungguminasa. 

2. Judul Penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Penipuan Dengan Hipnotis Melalui Alat Komunikasi” oleh 

Afifah Yuri Nastiti (020112814191168) Universitas Sriwijaya 

Fakultas Hukum. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini 

adalah skripsi dari Afifah Yuri Nastiti menggunakan metode 

penelitian yuridis sosiologis (empiris) sedangkan metode yang 

diangkat oleh penulis adalah metode penelitian Normatif. Dan 

selanjutnya rumusan masalah yang di ambil Afifah “Faktor apa 

yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi” 

sedangkan rumusan masalah penulis “Bagaimanakah kualifikasi 

tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis”.  
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F. Metode Penelitian 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif 

merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, 

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin – dokrin hukum guna menjawab 

isu hukum yang dihadapi.9 Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali 

hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan 

perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah norma 

yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah jenis 

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner atau 

peneltian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner 

dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-

peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat 

hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan 

data-data yang bersifat sekunder. 

2. Metode Pendekatan  

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif 

biasanya meliputi :  

a. pendekatan perundang-undangan (statute approach); 

                                                           
9 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, hlm.35. 
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b. pendekatan konseptual (conceptual approach); 

c. pendekatan historis (historical approach); 

d. pendekatan kasus  (case approach); 

e. pendekatan perbandingan (comparative approach); 

 Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis 

dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) yakni:  

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 

merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang 

berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan 

dasar dalam melakukan penelitian.  

b. Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu jenis 

pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti 

mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif 

kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut 

erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi 

dilapangan. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum  

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat, yang 

terdiri dari: 
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1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana  

2. Pasal 378 (KUHP); 

3. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan 

nomor putusan No.183/Pid.B/2020/PN.Sungguminasa  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah 

akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, 

dan pendapat pakar hukum.10 Bahan hukum sekunder yang 

utama adalah buku teks karena buku teks mengenai prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik 

para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.11 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya : 

kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya. 

4. Pengumpulan Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

                                                           
10 Amiruddin dan Zainal Asikin, Op. Cit. Hlm.119. 
11 Peter Mahmud Marzuki, Op, Cit. Hlm. 142. 
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Pengumpulan bahan hukum primer yang digunakan terdiri 

dari perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.12 

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan 

Hukum Pidana; 

2. Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan 

nomor putusan No.183/Pid.B/2020/PN.Sungguminasa  

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks 

karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu 

hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang 

mempunyai kualifikasi tinggi.13 

c. Bahan Hukum Tersier  

 Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier 

yang digunakan kamus hukum, kamus besar bahasa 

Indonesia, jurnal hukum, situs internet, dll. 

 

                                                           
12 Ibid.,hlm.141 
13 Ibid.,hlm.142 
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5. Analisis Bahan Hukum. 

Bahan-bahan hukum diatas penulis menganilisis dengan 

menggabung tiga pendekatan, yaitu: pendekatan undang-

undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan 

doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga 

mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGATURAN TINDAK PIDANA 

PENIPUAN DENGAN MODUS HIPNOTIS 

A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 

pidana Belanda yaitu strafretch feit. Istilah ini terdapat dalam wetboek 

van Strafretch (Wvs) Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia 

Belanda ( KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa 

yang dimaksud dengan strafretch feit itu.14 Perkataan “feit” itu sendiri 

dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau 

“een gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “strafbaar” berarti “dapat 

dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “strafbaar feit” itu dapat 

diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat 

dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak 

akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah 

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun 

tindakan.15 

                                                           
14 Adami Chazawi, 2011, Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-
Teori Peemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana , PT Raja Grafindo Persana, 
Jakarta, hlm.67. 
15 Andi Sofyan dan Nur Azisa,  2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, 
hlm. 96. 
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Starbaar feit merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda 

yang berarti delik. Strafbaarfeit terdiri atas 3 suku kata, yaitu straff, 

baar, feit. Yang masing – masing memiliki arti :16 

a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 

b. Baar diartikan sebagai pidana dan hukum 

c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan 

perbuatan.  

Adapun tindak pidana menurut pendapat beberapa ahli adalah : 

a. Simons mengatakan bahwa Suatu tindakan melanggar hukum 

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan 

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.17 

b. Menurut Chairul Huda, pengertian tindak pidana hanya berisi 

tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana. Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban 

pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi 

tindak pidana.18 

                                                           
16 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangka Education, Yogyakarta, hlm. 19. 
17 P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-4, PT. 
Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182 
18 http://achmadrhamzah.blogspot.co.id/2011/01/skripsi-hukum-tinjauan-yuridis.html 
diakses pada tanggal 19 Oktober 2015 pukul 18.00 WITA  
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c. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan, 

pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.  

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam 

Undang – Undang , melawan hukum , yang patut dipidana dan 

dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan 

pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana 

apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi 

masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan 

yang dilakukan.19 

 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat – syarat 

tertentu. Syarat – syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur – 

unsur tindak pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila 

perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat – syarat tindak pidana 

(strafbaarfeit). Didalam tindak pidana terdapat unsur – unsur tindak 

pidana, yaitu : 

a. Unsur Objektif. 

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur – unsur yang ada 

hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan – keadaan 

                                                           
19 Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia 
Indonesia, Jakarta, hlm.22. 
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dimana tindakan – tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri 

dari : 

1)  Sifat melanggar hukum. 

2)  Kualitas dari si pelaku. 

3)  Kausalitas. 

b. Unsur Subjektif. 

Unsur yang terdekat atau melekat pada diri si pelaku atau yang 

dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya 

segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri 

dari : 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam 

Pasal 53 ayat(1) KUHP. 

3) Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – 

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya. 

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam 

Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan 

terlebih dahulu. 

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.20   

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu 

dapat diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu :21 

1)   Adanya unsur tingkah laku. 

                                                           
20 Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50. 
21 Ibid., hlm. 82. 
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2)   Melawan hukum; 

3) Kesalahan; 

4)  Akibat konstitutif; 

5)    Keadaan yang menyertai; 

6) Dapatnya dituntut pidana; 

7) Memperberat pidana; 

8) Dapat dipidananya seseorang karena tindakannya; 

9) Objek hukum tindak pidana; 

10) Kausalitas subjek hukum tindak pidana;dan  

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

3. Jenis – jenis tindak pidana 

Jenis – jenis tindak pidana dibedakan atas dasar – dasar tertentu, 

sebagai berikut : 

a. Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan 

Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak 

pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya 

merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh 

sistem hukum pidana di dalam perUndang – Undangan secara 

keseluruhan. 
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b. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi 

tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak 

sengaja (culpose delicten). 

c. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana 

formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (Materiil 

Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang 

dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah 

perbuatan tertentu. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah 

pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 

dipertanggungjawabkan dan dipidana. 

d. Dilihat dari sudut subyek hukumnya, dapat dibedakan antara 

tindak pidana communia (delicta communia, yang dapat dilakukan 

oleh siapa saja) dan tindak pidana propria (dapat dilakukan hanya 

oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. 

e. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 

umum dan tindak pidana khusus. 

f. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 

maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan 

tindak pidana aduan (klacht delicten).22 

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), 

perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan 

untuk mewujudkannya diisyarakatkan dengan adanya gerakan 

                                                           
22 Adami Chazawi. Op.Cit. hlm. 117-119. 
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tubuh orang yang berbuat. Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi 

tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni adalah 

tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. 

Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada 

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 

secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.23 

 

B.  Tindak Pidana Penipuan  

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan 

Dari sudut bahasa Indonesia kata penipuan merupakan kata 

sifat dari kata dasar tipu, yang mendapat awalan pe- dan akhiran –

an sehingga menjadi penipuan, yang berarti orang yang melakukan 

suatu perbuatan penipuan atau subjek pelaku. 

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, 

terdapat sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni 

menurut Pengertian Bahasa, yang penjelasannya adalah sebagai 

berikut : 

a. Dalam Kamus Bahasa Indonesia24 disebutkan bahwa tipu 

berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak 

jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, 

                                                           
23 Andi Hamzah, Op.cit., hlm. 25-27. 
24 S, Ananda, 2009, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya, hlm. 364. 
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mengakali atau mencari untung. Penipuan berarti proses, 

perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan 

kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut 

dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat 

diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan 

seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk 

menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan 

dirinya atau kelompok. 

Penipuan pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan 

perbuatan membujuk dengan cara  memakai kata-kata bohong 

agar dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang 

yang diincarnya. Penipuan berasal  dari kata tipu yang berarti 

perbuatan atau atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu 

dan sebagainya dengan tujuan untuk mengakali, menyesatkan atau 

mencari keuntungan. Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan 

yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang 

dapat dikenakan hukuman pidana.  

Kemudian disebutkan pula dalam kamus hukum25 penipuan 

disebut dengan istilah dengan akal, tipu daya, keadaan palsu yang 

menguntungkan diri sendiri. 

 Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi 

hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan 

                                                           
25 J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, 2000, Kamus Hukum, Sinar 

Grafika, Jakarta, Hlm. 125. 
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dalam KUHP. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan 

terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab 

XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Rumusan Penipuan 

dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk 

menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan 

sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut 

Pasal 378 KUHP oleh Moeljanto adalah sebagai berikut:26  

‘’Barangsiapa dengan sengaja maksud hendak menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan 
memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan 
tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan 
orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau 
supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, 
diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun’’ 

  Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang 

terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP. Maka R. Sugandhi 

mengemukakan pengertian penipuan bahwa : 

 ‘’Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, 
rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu 
dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. 
Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong 
yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu 
yang seakan-akan benar’’.27 

 Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. 

Kejahatan penipuan  itu termasuk materiel delict yang artinya untuk 

                                                           
26 Moeljatno, 2007, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Bumi Aksara, Jakarta. 
27 R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha 
Nasional, Surabaya, Hlm. 396 
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kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.28 Pidana bagi delik 

penipuan ialah pidana penjara maksimun empat tahun tanpa 

alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat 

daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada 

alternatif denda.29  

 Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah 

menerangkan sesuatu hal yang seolah-olah betul atau terjadi, akan 

tetapi sesungguhnya perkataannya itu ialah tidak sesuai dengan 

kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang 

yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan 

menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak 

dikethaui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan 

kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.  

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan 

 Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV 

Pasal 378-395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang 

jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:30 

a. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam 

bentuk pokok. 

                                                           
28 Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378”, Edisi Volume 5 Nomor 2 
September 2017, hlm. 4 
29 Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 101 
30 Tongat, 2003, Hukum Pidana Materil,  Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 72 



 
 

26 
 

b. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. 

Kejahatan ini merupakan geprivilegeerd delict atau suatu 

penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan. 

c. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut 

penarikan botol (Flessentrekkerij) yang mengatur tentang 

tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar 

lunas harganya. 

d. Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan 

nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. 

Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta 

seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen 

terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh 

orang-orang tertentu. 

e. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggan 

atau perasuransian. 

f. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang 

menimbulkan kerusakan pada benda yang 

dibertanggungkan. 

g. Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana 

persaingan curang atau oneerlijke mededinging.  

h. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam 

jual beli. 
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i. Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan 

beberapa salinan (copy) kognosement. 

j. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam 

jual beli dalam bentuk geprivilegeerd. 

k. Pasal 385 KUHP mengatur tentang stellionetyaitu tentang 

tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah. 

l. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan 

makanan dan obat. 

m. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap 

pembangunan atau pemborongan 

n. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan 

untuk angkatan perang. 

o. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas 

pekarangan 

p. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana 

menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga 

barang-barang kebutuhan menjadi naik. 

q. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan 

gambaran tidak benar tentang surat berharga 

r. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan 

neraca palsu 

s. Pasal 393 KHP mengatur penipuan dengan pemalsuan 

nama firm atau merk atas barang dagangan. 
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t. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan 

pengacara 

u. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga 

v. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan. 

Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini 

sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan 

hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan 

pencarian (beroep). Sedang untuk beberapa hari tindak 

pidana itu oleh ayat 2 dapat dimungkinkan dikenakan 

hukuman tambahan tersebut dalam pasal 35 no 1-4. 

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan 

Tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. 

Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog 

atau perbuatan curang. Pasal 378 KUHP mengandung unsur delik 

‘formal’ dan ‘materiel’, artinya yang menjadi pokok bukan saja 

caranya berbuat melainkan juga akibatnya. Akibat yaitu bahwa orang 

yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan sesuatu barang 

kepada orang yang menipu, atau memberi utang atau 

menghapuskan piutang. Caranya menggerakan hati itu, dengan cara 

memakai nama palsu, martabat palsu. Cara demikian ini dinamakan 

dalam rumusan delik formal.31 

                                                           
31 Moeljatno-I, Edisi Revisi, Op. Cit., hlm.76. 
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Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (bedrog), terdapat dua 

unsur pokok yaitu : 

A. Unsur-Unsur Objektif : 

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana 

penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku 

artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. 

Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan 

melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan 

lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan 

demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan 

melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui 

bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus 

bersifat melawan hukum.32 

2) Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat 

penggerak penipuan (memakai nama palsu, 

martabat/keadaan palsu, rangkaian kata bohong dan tipu 

muslihat). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai 

tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana 

pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan 

barang. Adapun alat-alat pembujuk/penggerak yang 

                                                           
32 Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378” , Edisi Volume 5 No. 2 
September 2017, Hlm. 7. 
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dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah 

sebagai berikut :33 

a. Nama palsu atau martabat palsu, yaitu nama yang 

digunakan bukan nama aslinya melainkan nama orang 

lain., martabat atau kedudukan yang tidak sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya, termasuk nama 

tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain.  

b. Tipu muslihat, yang dimaksud yaitu suatu perbuatan 

dengan akal licik dan tipu daya untuk memperalat 

orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk 

mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau 

yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain 

atas suatu tindakan. Perkataan tipu muslihat pertama 

kali dipakai oleh Mooderman34, yang mengusulkan 

dalam komisi de Wal untuk merumuskan saran 

penipuan sebagai berikut : ‘’Barang siapa dengan 

maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum menggerakkan orang lain 

dengan memakai nama palsu atau kualitas palsu, atau 

dengan tipu muslihat, diancam dengan pidana karena 

penipuan.  

                                                           
33 Yahman,  2014, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Prenadamedia 
Group, Jakarta , Hlm. 113. 
34 Ibid.,hlm. 155. 
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c. Rangkaian kebohongan, yaitu suatu perbuatan dengan 

perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, 

melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang 

lain terpengaruh atau terpedaya olehnya, rangkaian 

kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun 

menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai 

sesuatu yang logis dan benar. Menurut De Pinto, yang 

dimaksud dengan rangkaian kebohongan yaitu suatu 

rangkaian kebohongan yang sedemikian rupa sehingga 

orang yang berpikir sehat dapat menjadi korban.35 

3) Menggerakkan orang lain yaitu suatu perbuatan yang 

disamakan dengan ‘’membujuk’’ orang lain, mempengaruhi 

seseorang sedemikian rupa atau dengan cara tertentu 

sehingga orang lain mau berbuat sesuai dengan kehendak 

pelaku untuk menyerahkan barang. Dalam perbuatan 

menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus 

ada hubungan kausal antara alat penggerak itu dan 

penyerahan barang, dengan dipergunakaan alat-alat 

penggerak menciptakan suatu situasi yang tepat untuk 

menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang itu 

terperdaya karenanya. 

                                                           
35 Ibid.,hlm. 152 
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Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno 

(2002 : 70) adalah sebagai berikut :36 

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk 

menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau 

menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang 

punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan 

itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga 

kepunyaan orang lain 

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya 

sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata 

bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang 

menyerahkan barang itu 

3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk 

menyerahkan barang itu dengan jalan : 

a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu 

daya. 

b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu 

akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan 

pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, 

maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan 

tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam 

Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di 

                                                           
36 Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378” , Edisi Volume 5 No. 2 
September 2017, Hlm. 9 
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dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak 

pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai 

perbuatannya. 

B. Unsur-Unsur Subjektif : 

1) Sengaja mengandung unsur ‘subjektif’, yaitu dengan 

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

Si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan 

harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam 

penipuan. “Dengan maksud”, yaitu tujuan yang 

dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang 

akan terjadi, dengan maksud disini merupakan suatu unsur 

kesengajaan dengan melawan hukum, pelaku harus 

mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang 

diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan 

hukum.37 

2) Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-

mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau 

melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang 

lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang 

dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Istilah 

”melawan hukum”, (wederrechtelijk) sebagaimana dalam 

                                                           
37 Yahman, 2014, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan, Prenadamedia 
Group, Jakarta , Hlm. 121 
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ajaran hukum pidana untuk menjatuhkan pidana harus 

memenuhi dua syarat yang sifatnya komulatif yaitu 

melakukan perbuatan pidana (actus reus) dan 

pertanggungjawaban pidana (unsur kesalahan/mens rea) 

Maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan 

tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 

378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam 

Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana 

penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai 

perbuatannya. 

C. Hipnotis 

1. Pengertian Hipnotis  

 Hipnotis diperkenalkan pertama kali oleh seorang dokter terkenal 

dan ternama dari Inggris yang bernama James Braid sekitar tahun 

1795 sampai dengan 1860. Sebelum diperkenalkan hipnotis dikenal 

dengan nama Mesmerism atau Magnetism. Di Indonesia, hypnosis 

disebut dengan hipnotis, hipnotisme atau hypnosis. 

 Hypnosis berasal dari kata “hypnos” yang merupakan nama dewa 

tidur orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis 

tidaklah sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur tidak 

menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara disekitarnya. 

Sedangkan orang dalam kondisi hipnotis, meskipun tubuhnya 

beristirahat (seperti tidur), ia masih bisa mendengar dengan jelas 
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dan merespon informasi yang diterimanya. Hipnotis telah dipelajari 

secara ilmiah lebih dari 200 tahun.38  

 Didalam buku C.Roy Hunter, hipnotis keadaan yang sama 

dengan aktivitas yang diperlambat hingga mencapai frekuensi yang 

disebut “alfa”, yaitu waktu ketika kita menuju dan dari keadaan tidur. 

Banyak ahli yang menyebutnya sebagai “kesadaran yang diubah” 

karena akal dari orang yang terhipnotis masih menyadari hal yang 

terjadi walaupun ia tampak tertidur.39 

 Menurut Dave Elman, hipnosis adalah penggunaan sugesti, baik 

secara langsung maupun tak langsung, untuk menginduksi kondisi 

sugestibilitas yang lebih baik yang dalam kondisi tersebut ada jalan 

pintas bagi kemampuan kritis pikiran, serta menciptakan perhatian 

selektif terhadap sugesti yang diberikan.40   Ada pula pendapat 

menurut U.S. Departement of Education, Human Services Division, 

dikatakan bahwa; “Hypnosis is the bypass of the critical factor of the 

conscious mind followed by the establishment of acceptable selective 

thinking” yang berarti hipnosis adalah penembusan faktor kritis 

pikiran sadar diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau 

sugesti. 

                                                           
38 Andri Gunawan, 2010. Menguak Dahsyatnya Rahasia Hipnosis, Yogyakarta:Tiara 
Pustaka, hlm.17 
39 C. Roy Hunter, 2015, Seni Hipnosis Penggunaan Teknik-Teknik Dasar, Jakarta, PT 
Indeks, hlm.18 
40 Jack Elias, 2009, Hipnosis & Hipnoterapi Transpersona/NLP, Pustaka Pelajar: 
Yogyakarta, hlm. 8 



 
 

36 
 

 Adapun beberapa pendapat lain tentang definisi hipnotis antara 

lain, yaitu :41 

1. Hipnotis adalah praktek mempengaruhi orang lain agar 

mengikuti apa yang diperintahkan oleh ahli hipnotis. 

2. Hipnotis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang 

dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana 

seseorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang 

diajukan, serta lebih mudah menerima sugesti. 

3. Hipnotis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi 

seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang 

dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari Beta 

menjadi Alpha/Theta. 

4. Hipnotis adalah suatu kondisi pikiran yang terpusat sehingga 

tingkat sugestibilitas (daya terima saran) meningkat sangat 

tinggi. 

5. Hipnotis adalah seni eksplorasi alam bawah sadar. 

6. Hipnotis adalah suasana pikiran ketika dalam keadan trance 

dan sugesti diberikan secara langsung kepada pikiran bawah 

sadar yang tidak menolak namun hanya menerima sugesti 

sebagaimana adanya.42 

                                                           
41 Bustomi Mustofa, “HIPNOTISME DALAM DAKWAH” , Vol. 23 Nomor. 2 Juli 2012, Hlm. 
95 
 
42 Faisal Al-Muqtadiru, 2009, Positiv Hypnotist Power of mind, Bandung: AMQ Press,  
hlm. 13 
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 Tetapi, hingga saat ini untuk definisi sendiri masih berbeda-beda 

yang diungkapkan oleh setiap tokoh. Semua orang sepakat bahwa 

Hipnotis itu ada tetapi pendapat terkait apa yang dimaksudkan 

dengan hipnotis tersebut berbeda-beda tetapi ada yang pernah 

mengungkapkan bahwa hipnotis itu merupakan suatu kondisi 

menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada 

seseorang dimana seseorang yang dihipnotis bisa menjawab dan 

menerima sugesti dengan tanpa adanya perlawanan.43 

 Hipnotis sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu hipnotis secara 

langsung dan hipnotis jarak jauh atau telepati. Hipnotis secara 

langsung dilakukan secara langsung dengan cara berhadapan 

antara yang menghipnotis dan dihpnotis, sedangkan hipnoyis jarak 

jauh antara yang menhipnotis dan dihipnotis tidak saling 

berhadapan, teknik ini tentunya memiliki tingkat kesulitan yang 

berbeda. 

2. Bentuk-bentuk Penyalahgunaan Hipnotis 

Masyarakat pada umumnya sudah banyak mengetahui bahwa 

hipnotis juga merupakan suatu ilmu yang bermanfaat. Namun, pada 

kenyataannya masih banyak orang yang menyalahgunakan hal 

tersebut untuk melakukan perbuatan kriminal, seperti mencuri, 

menipu bahkan bisa dikatakan merampok. Banyak orang yang tidak 

bertanggung jawab yang melakukan hal tersebut guna untuk 

                                                           
43 Derry Arter, 2014, Hypnotic Power Rahasia Membaca dan Mempengaruhi Isi Hati dan 
Pikiran Orang Lain dengan Hipnotis, Ctk. Pertama, Mantra Books, Yogyakarta, hlm. 11. 
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menguntungkan diri sendiri dengan melakukan modus operandi 

hipnotis, adapun korban hipnotis tersebut dalam keadaan setengah 

sadar, sehingga pelaku tindak kriminal dengan leluasa mengambil 

harta korban tanpa hambatan apapun.  

Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan untuk seorang 

pelaku  hypnotist untuk menembus alam bawah sadar korban 

hipnotis, yaitu : 

a. Confiutions teqnique, yaitu teknik membingungkan dengan 

pertanyaan yang betubi-tubi. Teknik ini awalnya diperkenalkan 

oleh Milton Ericson dan teknik ini awalnya digunakan pengobatan 

mental dengan hipnotis atau yang biasa disebut dengan 

hypnotherapi, untuk membantu klien memasuki kondisi Trance 

hipnotis (tidur untuk kepentingan terapi).44 Teknik ini banyak 

digunakan oleh praktisi hypnotherapi untuk membantu seseorang 

memasuki kondisi trance, misalnya pada kasus tertentu yang ada 

jika seseorang mengalami kesulitan untuk memasuki kondisi 

trance. Tetapi, dengan seiring perkembangan zaman beberapa 

orang yang faham di bidang ini dan memiliki niat buruk untuk 

mengaplikasikannya kepada tindak kejahatan maka beberapa 

orang tersebut menggunakan teknik ini untuk kejahatan dengan 

menggunakan modus operandi hipnotis.  

                                                           
44 Muhammad Orak, 2012, “Hipnotis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasi 
Hipnotis Di Turki”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri, 
Jakarta, hlm. 36.  
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b. Shock Inductions / Rapid Inductions (hipnotis dengan teknik 

cepat), teknik ini awalnya digunakan untuk kepentingan therapi 

(hypnoterapi) membantu klien memasuki kondisi tidur (trance) 

dengan cara yang sangat cepat, beberapa macam Rapid 

Inductions adalah :45 

1) Shock Mentality (memberikan efek kaget kepada korban)  

Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan efek kaget 

kepada korban, contohnya dengan berita menyedihkan, sms 

berhadiah, bahkan berita yang memberikan efek sedih, dari 

sini pintu alam bawah sadar terbuka dan pelaku kejahatan 

hipnotis dengan leluasa memasukkan arahan atau sugesti 

kepada korban, sehingga korban dengan mudah menuruti 

semua kemauan dari penghipnotis. 

2) Hand Sock Induction  

Yaitu dengan cara menarik tangan seseorang dan 

mengucapkan “tidur” bersamaan dengan tarikan tangannya. 

Dalam hal ini biasanya seorang pelaku kejahatan hipnotis 

menepuk punggung atau area tubuh dan kemudian meminta 

barang/benda yang dikehendakinya. 

3. Tahapan Hipnotis  

1. Pre-Induksi/Pre-Talk 

                                                           
45 Willy Wong dan Andi  Hakim, 2010, dahsyatnya hipnotis, Transmedia Pustaka, Jakarta, 
Cet. Ke-7, hlm.48. 
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 Pre - induksi adalah tahap mengkondisikan 

seseorang/kelompok untuk siap dihipnotis. Fungsi pre – 

induksi adalah membangun hubungan baik dengan klien, 

mengatasi rasa takut klien pada proses yang akan dijalankan 

dan mengumpulkan data dan informasi. Kecuali itu pre – 

induksi juga dapat meliputi penyiapan tempat, property, 

suasana dan lain sebagainya yang akan mendukung 

suksesnya hipnotis.  

a. Tes Sugebilitas 

Adalah proses untuk menguji sugestibilitas seseorang, 

apakah mudah untuk disugesti atau tidak. 

b. Induksi  

Adalah proses untuk menurunkan level keadaan 

seseorang. Jika dikaitkan dengan gelombang otak 

manusia, teknik induksi ini bertujuan untuk menurunkan 

gelombang otak manusia. 

c. Deepening  

Adalah proses untuk memperdalam level kesadaran 

seseorang untuk di induksi.  

d. Trance Level Test/Dept Level Test. 

Adalah proses untuk memastikan bahwa klien benar – 

benar telah memasuki kondisi hipnotis yang dibutuhkan 

untuk menjalani proses selanjutnya.  
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e. Sugesti 

Adalah proses pemberian saran, informasi dan pesan 

yang diberikan kepada klien ketika sudah berada dalam 

kondisi hipnotis. 

f. Awekening  

Adalah proses membangunkan klien dari kondisi hipnotis 

yang dialami. Proses ini merupakan sesi akhir dari suatu 

penghipnotisan. 

g. Post Hipnotis 

Mengatakan pada klien tentang perilaku baru saat subjek 

telah bangun dalam tidurnya.46 

 

D. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Dalam Hukum 

Pidana 

 Setelah penulis membaca beberapa literatur dan undang – 

undang yang bersangkutan, maka penulis mengambil kesimpulan 

bahwa penipuan diuraikan dalam Pasal 378 sampai dengan Pasal 

395 KUHP didalam Bab XXV . Pada tiap pasal yang bersangkutan 

terdapat unsur yang terkandung didalamnya. 

Adapun bentuk – bentuk penipuan, yaitu:47 

1. Mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok (Pasal 

378 KUHP) 

                                                           
46 Subiyono,dkk. Hypnometafisika, Yogyakarta.2013.Deepublish.hlm 14-15 
47 Tongat, 2003, Hukum Pidana Materil, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm.72. 
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2. Tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan 

suatu penipuan dengan unsur – unsur yang meringankan 

(Pasal 379 KUHP) 

3. Tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas 

sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk 

melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi 

konsumen terhadap perbuatan – perbuatan yang bersifat 

menipu oleh orang tertentu (Pasal 380 ayat 1-2 KUHP) 

4. Tindak pidana penipuan pada pertanggan atau 

peransuransian (Pasal 381 KUHP) 

5. Tindak pidana penipuan dalam jual beli (Pasal 383 KUHP) 

6. Tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk 

geprivilegeerd (Pasal 384 KUHP) 

7. Tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah (Pasal 385 

KUHP) 

8. Tindak pidana penipuan dengan memberikan gambaran tidak 

benar tentang surat berharga (Pasal 391 KUHP) 

9. Tindak pidana penipuan dalam lingkungan pengacara (Pasal 

393 KUHP) 

 

Delik tentang Penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi: 

(1) “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama 
palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, 
ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 
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menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi 
utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena 
penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 
 

 Bagian delik ini (delicts bestanddelen) Penipuan ialah : 

a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain. 

b. Secara melawan hukum 

c. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu 

muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong; 

d. Menggerakkan orang lain 

e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk 

memberi utang maupun piutang. 

 

 Jadi, maksud dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 

yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). 

Perbuatan itu dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya antara 

lain dia tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu. 

Memakai nama palsu misalnya mengaku suatu nama yang dikenal 

baik oleh orang yang ditipu. Martabat palsu misalnya mengaku 

sebagai dokter, dengan tipu muslihat misalnya mengaku akan 

membelikan barang yang sangat murah dan lebih bagus kepada 

orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, inti dari 

kebohongan itu maksudnya sebagai upaya penipuan. 
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Adapun unsur yang terkandung pada Pasal ini ialah: 

(1)  Unsur barangsiapa 

      Yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap 

orang atau manusia sebagai subyek hukum (naturalijke 

personen), yaitu yang menjadi arah atau tujuan dari subyek 

hukum. 

(2)  Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum 

Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” 

yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak 

mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama 

pelaku dengan jalan melawan hukum.48  

Dapat diartikan juga dengan “kesengajaan atau dengan 

maksud”, kesengajaan itu sendiri menghendaki dan mengetahui 

sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang 

dilakukan secara sadar dimana dalam perbuatan tersebut pelaku 

menghendaki serta mengetahui akibat yang timbul atau dapat 

timbul dari perbutannya.  

(3)   Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, 

dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan 

 Maksud pada unsur ini yaitu mengandung beberapa 

kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan memakai nama 

                                                           
48 Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan dalam  Pasal 378” , Edisi Volume 5 N0.2 September 
2017, Hlm.7. 
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palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun 

rangkaian kebohongan dimana unsur tersebut bersifat 

alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang 

memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

pelaku hukum maka telah terpenuhi unsur yang lainnya. 

(4) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 

menghapuskan piutang 

Maksud pada unsur ini yaitu mengenai unsur 

“menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun 

menghapuskan piutang” merupakan unsur yang bersifat 

alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut dipenuhi 

maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan. Yang 

dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain” adalah 

tindakan – tindakan baik berupa perkataan maupun perbuatan 

yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu. Adapun 

pengertian unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya” 

adalah barang tersebut berpindah dari kekuasaan seseorang 

kepada orang yang telah menggerakannya tersebut.  

 

Hipnotis memiliki banyak bentuk dan teknik yang 

digunakan dan tidak mesti dalam posisi seperti orang tidur, 
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dengan mata terbuka pun dapat dilakukan. Dengan teknik 

seperti itu bisa mempengaruhi bahkan sampai ada yang tidak 

menyadari bahwa orang lain tersebut memberikan barang 

miliknya kepada pelaku.  

Berdasarkan hal tersebut, konsep hipnotis bukanlah 

suatu perbuatan yang memperlihatkan, menunjukkan, ataupun 

berbuat sesuatu. Melainkan teknik dalam berkomunikasi yang 

dapat mempengaruhi orang lain sehingga perbuatan hipnotis 

salah satunya yaitu Tipu muslihat, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 378 KUHP. Pada dasarnya Tipu muslihat biasanya 

dilakukan dengan bujuk rayu terlebih dahulu, tetapi korban 

juga terpengaruh karena diikuti dengan suatu perbuatan yang 

membuat korban semakin yakin dengan pelaku dan 

menyerahkan barang miliknya kepada pelaku tanpa sadar.  

Pidana bagi delik Penipuan ialah pidana penjara 

maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, menurut 

Cleiren, delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat 

(gevolgsdelicten) dan delik berbuat (gedragsdelicten). 

Kejahatan dengan modus hipnotis ini juga termasuk jenis 

kejahatan penipuan. Kejahatan ini juga termasuk sulit 

diungkap. Selain karena minimnya bukti. Dalam undang – 

undang pidana, juga tidak mengenal kasus  - kasus hipnotis. 

Orang yang biasa menggunakan kejahatan dengan modus 
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hipnotis biasanya berkelompok dan memiliki tugas masing – 

masing. Meski biasanya kejahatan ini terjadi di keramaian, 

namun banyak orang yang tidak mengetahui bahwa sedang 

terjadi aksi kejahatan.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


